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"BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kcraja.dn-kemjaan dl Jawa pada ﬁrrxumnya dipandang sama
dengan sejaraﬁ raja-rajanya. Pandangan ini muncul karena kekuasaan raja
yang 'begi‘r,u. kuat di ti‘ngkat tertinggi dalam tatanan kemasyarakatan dan
menéakar dalam kebudayaan masyarakat.]

Orang Jawa memandang alam adalah susunan dari dua unsur yaitu
mikrokosmos dan makrokosmos. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja
dianggap sebagai perwuj-uda,‘n mikrokosmos, dunia manusia yang mampu
melakukan komunikasi dan mempunyai hubungan dengan makrokosmos,
dunia para dewa. Pandangan ini xﬁengandtll'lg dua faktor penting. Pertama,
terdapat kesejajaran antara mikrokosmos dengan makrokosmos, dan kedﬁa,
pengaruh timbal balik antara mikrokosmos dan makrokosmos.’

Di kerajaan-kérajaan Jawa-Hindu karena! mikrokosmos disejajarkan
dengan ‘makrokosmos, maka kekuasaan raja dianggap sama dengan kekuasaan
dewa, biasanya Wisnu. Namun pada masa kerajaan-kerajaan Jawa-Islam,

seperti Mataram Islam, kesejajaran antara mikrokosmos dan makrokosmos

! Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, terf. H.J. Koesoemanto dan Mochtar
Pabottingi, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press, cef. 1, 1981), him. 22.
Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampan: Studi
Tentang Masa Mataram 11, Abad XVI Sampai XIX, (Jakarta: Yavasan Obor Indonesia, cef. 1,
1985), him. 32.



tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menganggap kedudukan raja sebagai
kalifatullah, Wakil Tuhan di dunia.’

Peniadaan kedudukan yang sama antara mikrokosmos dan makrokosmos
pada masa kerajaan Jawa-Islam tidak mengurangi substansi kekuasaan raja
yang menyeluruh dan multak atas segala sesuatu yang ada di wilayah
kekuasaannya. Kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan politik, agama,
dan militer tercermin dalam gelar-gelar yang dipakainya. Begitu besarnya
kekuasaan raja dikatakan wenang wisesa ing sanagari. Raja adalah kinarya
wakiling Hyang Agung yang bertugas memelihara tegaknya hukum dan
keadilan. Semua orang wajib taat kepadanya karena siapa yang berami
menentang perintah raja itu berarti mbandel ing karsaning Hyang Agung.*

Kerajaan Mataram, sejak didirikan oleh Panembahan Senapati pada
tahun 1575 M, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan
Agung, raja ketiga, memerintah tahun 1613-1645 M. Pada waktu 1tu, wilayah
kekuasaan Mataram meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa
Barat. Namun pada masa pemerintahan raja-raja yang menggantikannya
tampak adanya kemunduran. Wilayah kekuasaan Mataram makin menyempit
karena diambil alih Belanda sebagai imbalan campur tangan Belanda dalam

menyelesaikan pertentangan-pertentangan di Kerajaan Mataram.’

* Ibid., him. 34.
4 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapamiya oleh Raja-Raja Mataram,

(Yogyakarta: Kanisius, ces. 1,1987), hlm. 77-82.
% Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah
Nasional Indonesia IV, Indonesia dalam Abad 18 dan 19, edt. F.A. Sutjipto, (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, cet. 1, 1975), him. 1.



Bukan hanya mengambil alih wilayah-wilayah kekuasaan Mataram,
Belanda juga mengikat Mataram dengan berbagai perjanjian. Perjanjian itu
bukan hanya perjanjian dagang namun juga perjanjian politik. Adanya
perjanjian politik ini telah mengakibatkan adanya keterikatan hubungan politik
antara Belanda dengan Mataram. Ironisnya, perjanjian ini tidak hanya berlaku
selama satu periode kekuasan tetapi akan terus diperbarui setiap kali seorang
putra mahkota akan menduduki takhta kerajaan. Puncak dari perjanjian ini
adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Mataram dari Pakubuwana II kepada
Belanda pada tahun 1746 M.

Belanda meskipun memiliki kekuasaan dan pengaruh lewat perjanjian-
perjanjian tersebut, tetapi tetap mempertahankan raja di kursi kekuasaannya
dan memanfaatkan posisi raja untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan
politiknya.7 Adanya campur tangan Belanda di kerajaan dan semakin
banyaknya wilayah-wilayah Mataram yang diambil alih Belanda menjadi
salah satu sebab. terjadinya pemberontakan Mangkubumi yang dibantu Mas
Said melawan Belanda tahun 1746-1755 M. Pemberontakan Mangkubumi
berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 M,
yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan
Kasunanan Surakarta. Pada bulan Maret 1757 M, Belanda membagi

Kasunanan Surakarta menjadi Mangkunegaran dengan perjanjian Salatiga.®

¢ Darmosugito, Sejarah Kota Jogjakarta dalam buku Kota Jogiakaria 200 Tahun, 7
Oktoberl756-7 Oktober 1956, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun Sub
Panitia Penerbitan, 1956), him. 7-10. ’

7 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial, him. 22

¥ Darmosugito, Sejarah Kota Jogjakarta, him. 12.
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Terjadinya pembagian ini menguntungkan Belanda karena menghentikan
perlawanan Mangkubumi dan Mas Said.

Sejarah Mangkubumi menjadi Hamengkubuwana I adalah sejarah
seorang raja yang unik dan tidak pernah terjadi pada masa Kerajaan Mataram.
Hamengkubuwana I hanyalah putra Amangkurat IV yang lahir dari istri selir
bernama Sumarsa dengan nama kecil Raden Mas Sudjono pada tanggal 5
Agustus 1717 M dan setelah dewasa dia mendapatkan gelar Gusti Pangeran
Hario Mangkubumi dari Pakubuwana II. Tahun 1746 M, ketika umurnya
sekitar dua puluh sembilan tahun, Mangkubumi berhasil mengalahkan
pemberontakan Mas Said dan Martapura sehingga berhak mendapatkan hadiah
3.000 cacah di Sukawati. Hadiah ini dibatalkan Pakubuwana II karena
ditentang oleh Patih Pringgalaya dan Belanda. Mangkubumi akhirnya
meninggalkan keraton Surakarta dan melakukan pemberontakan melawan
Belanda sampai tahun 1755 M.’

Pada masa awal kekuasaannya, Hamengkubuwana 1 telah memiliki
sebuah kerajaan dengan setengah wilayah Mataram dan beberapa pejabat
kerajaan namun belum memiliki keraton sebagai pusat kerajaan.'® Maka pada
awal kekuasaannya, Hamengkuwana [ segera membangun keraton
Yogyakarta.  Sedangkan  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan

Hamengkubuwana 1 tidak berbeda dengan sistem pemerintahan yang

° Ibid., him.8.
Y M.C. Ricklefs, Yogyakarta di Bawah Sulian Mangkubumi 1749-1792: Sejarah

Pembagian Jawa, terj. Hartono Hadikusumo dan E. Setiyawati Alkhatab, (Yogyakarta: Mata
Bangsa, cet.1, 2002), him.123.



dilaksanakan di Kerajaan Mataram'' dan sama-sama memiliki dua unsur yang
pentiné yaitu sebuah jaringan kerja yang terdiri dari sejumlah pejabat kerajaan
dan sistem pembagian wilayah kekuasaan. 2

Tindakan Hémengkubuwana I jliga dipengaruhi oleh adanya perjanjian
Giyanti yang mengharuskan dirinya untuk membangun hubungan batk dengan
Belanda dan membeﬁkzm bantuéﬁ kepada Pakt;buwana I sewaktu-waktu
d‘ipeﬂukan.13 Pésca terjadinya pembagian Mataram, Belanda terus memainkan
perannya untuk menc-eg‘ah kembali bersatunya Kerajaan Mataram. Belanda
menjembatani Hamengkubuwana I, Pakubuwana 111, dan Mangkunegara guna
melakukan politik diplomasi dan menjadi penengah terakhir untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali melalui
peperangan.

Membina hubungan baik dan saling memberi bantuan inilah yang
menjadi persoalan yang sulit Bagi raja yang menjalankan doktrin
keagungbinataraan. Pakubuwana IIl, Hamengkubuwana I, dan Mangkunegafa
sama-sama menganggap dirinya sébagai raja yang agung dan binatara serta
harus terus membina keagungbinataraan kekuasannya, Bila Hamengkubuwana
| membina hubungan baik: dengan keduanya dan Belanda berarti telah
membalik hubungan yang dahulunya sebagai lawan berubah menjadi kawan.

Hamengkubuwana 1 pada masa awal kekuasaannya ftelah mencoba

W vincent J.H, Houben, Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870

terj. B. Setiyawati Alkhatab, (Yogyakarta: Bentang Budaya, cet. 1, 2002), him 17.

127
Thid., him. 12.
13 Qoedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta: Gadjah Mada

Universi% 1985), him. 4-5.

M.C. Ricklefs, Yogyakarta, him. 655,



mengembalikan keagungbinataraan kekuasaan Mataram yang tidak utuh lagi
akibat pembagian kerajaan. Keagungbinataraan kekuasaan Mataram hanya
bisa dikembalikan ketika hanya ada satu kerajaan yang berkuasa atas semua
wilayah kekuasaan Mataram. 13

Sosok Hamengkubuwana I, yang memerintah Kasultanan Yogyakarta
pada tahun 1755-1792 M, paling mendapat sorotan dalam catatan-catatan
Belanda. Nicolaas Hartingh, Gubernur Pantai Laut Timur Belanda di
Semarang (1754-1761 M), dalam catatan yang dibuat untuk penggantinya
yang bernama van Ossenbergh, dituliskan bahwa Hamengkubuwana I adalah
raja yang mempunyai sopan santun dan cerdas serta pandai berpura-pura
dihadapan Belanda. Hamengkubuwana I banyak menghabiskan uang untuk
meninggikan dan memperbesar kekuasaannya. Setelah menjadi Gubernur
Pantai Laut Timur Belanda, van Ossenbergh (1761-1765 M) dalam catatannya
juga membenarkan apa yang dinyatakan Hartingh dan mengakui bahwa
Hamengkubuwana I adalah raja yang lebih pintar dari Pakubuwana II dan III
tetapi bersikap tidak baik dan tidak penurut terhadap Belanda. ke

Dari dua ‘catatan tersebut tampak tbahwa Hamengkubuwana 1 adalah
seorang raja yang dapat memposisikan dirinya sebagai seorang raja yang
terikat perjanjian dengan Belanda dan mantan pejuang melawan Belanda.
Sikap ini dilakukan agar Belanda tidak banyak mencampuri kekuasaannya.

Usaha Hamengkubuwana I untuk mempertautkan kepentingan kerajaan

15 1bid., hlm. 657.
16 Soekanto, Sekitar Jogjakarta 1755-1825, (Jakarta: Mahabarata, 1952), him. 28-33.



dengan kepentingan Belanda menjadikan dirinya sebagai Sultan yang

dihormati sekaligus ditakuti oleh Belanda.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian -ini mengkaji beberapa tindakan Hamengkubuwana 1 sejak
dinobatkan sebagai Suitan di Kasultanan Yogyakarta tanggal 13 Februari 1755
M sampai meninggal pada 24 -Maret 1792 M dalam tinjavan doktrin
keagungbinataraan. Doktrin  keagungbinataraan adalah nama konsep
kekuasaan Jawa yang digunakan oleh Moedjanto untuk melihat kekuasaan
raja-raja Mataram yang mutlak atau absolut.”® Berdasar latar belakang di atas
maka penelitian int merumuskan ma@lah sebagai berikut:
1. tindakan apa saja yang dilakukan oleh Hamengkubuwana [ untuk membina

keagungbinataraan kekuasaannya,

2. bagaimana'pola hubungan yang dijalin oleh Hamengkubuwana [ terhadap

Belanda kaitannya dengan doktrin keagungbinataraan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini pntuk:
1. mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hamengkubuwana 1
dalam rangka membina keagungbiﬁataraan kekuasaannya,

2. membandingkan hubungan Hamengkubuwana I dengan Belanda sebelum

dan setelah menjadi Sultan di Yogyakarta.

"7 [bid, him.35.
® G. Moedjanto, Konsep Keknasaan Jawa, him. 100.




Selain tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini, penyusun juga
berharap tulisan ini mempunyai manfaat praktis maupun ilmiah dalam jangka
pendek ataupun dalam waktu-waktu yang akan datang: Minimal penelitian ini
diharapkan mampu memunculkan wacana baru terhadap penelitian Kasuitanan

Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkubuwana L.

D. Tinjauan Pustaka
Dari penelusuraﬂ literatur yang telah dilakukan, kajian tentang tema
tindakan-tindakan Hamengkubuwgm 1 selama menjadi Sultan di Kasultanan
Yogyakarta masih kurang. Bahkan buku-buku yang diharapkan menjadi buku
utama skripsi masth berupa buku-buku berbahasa Jawa dan Belanda serta
hanya sedikit yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.'” Begitupun
dengan penelitian yang bu’up”x skripsi mahasiswa, sepengetahuan penyusun,

belum ada.

Salah satu literatur yang mengulas bebe;rapa tindakan Hamengkubuwana
I adalah buku Yogyekarta di-Bawah Sultan Manghkubumi 1749-1792 karya
M.C. Ricklefs vang banyak menceritakan sejarah pembagian Mataram dan
dinamika pertikaian yang terjadi antara Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan
Surakarta dan Mangkunegaran serta posisi Belanda dalam pertikaian itu.
Menﬁrut penyusun, Ricklefs dalam bukunya tidak terlalu menonjolken peran

Belanda sebagai bagian penentu terjadinya pembagian Kerajaan Mataram.

' Buku-buku berbahasa Jawa yang belum diterjemabkan dalam bahasa Indonesia

. diantaranya adalah Bobad Giyanti, Babad Mataram, dan Serat Surya Rodjo, sedangkan buku

berbahasa Belanda vang belum diterjemahkan dalam bahara Indonesia diantaranya De Cpkomsi

van het Nederlandsch Gezag over Java, kawa de Jonge, dan Mangkubumi Mgajogiakarto’s eerste
Sultan, karya C. Poensen.




Sebaliknya dia lebih menekankan bahwa pembagian Mataram adalah akibat
konflik elite yang terjadi antara pange.ran-pangeran Kerajaan Mataram dan
menempatkan Belanda di luar lingkaran konflik yang mencoba memfasilitasi
agar konflik elite tersebut tidak menjadi perang saudara yang berlarut-larut
dan menyengsarakan rakyat.

Buku Ricklefs yang telah menetralkan posisi dan peran Belanda sangat
berbeda dengan sudut pandang yaﬁg dipakai oleh peneliti Indonesia seperti
Selo Soemardjan dalam bukunya Perubahan Sosial di Yogyakarta dan
Darmosugito dalam tulisannya yang bexju__du] Sejarah Kota Jogjakarta dalam
buku Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktoberl756-7 Oktober 1956. Selo
Sumandjan dan Darmosugito. memandang bahwa Belanda adalah sumber
konflik dan tokoh utama dalam‘ petjanjian Giyanti Namun buku karya Selo
Sumardjan ditinjau dari pendekatan yang digunakan bukanlah buku Sejarah
tetapi buku Sosiologi, sedangkan tulisan Darmosugito hanya mendeskripsikan
latar belakang sejarah berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan perkembangan
awal kekuasaannya dibawah pemerintahan Hamengkubuwana 1.

Literatur dalam bahasa Jawa yang sudah-diterjemahkan ‘dalam bahasa
Indonesia adalah Babad Nitik Ngdyogya yang penulisnya memakai nama
Orang di Ngayogyakarta. Babad ini mendeskripsikan tentang kondisi
Kasultanan Yogyakarta pada masa kekuasaan Hamengkubuwana 1. Babad ini
ditulis pada masa Hamengkubuwana 11 berkuasa sehingga cerita-cerita sejarah
yang ditulis dalam babad ini bukan saja hanya berpusat di keraton tetapi juga

telah menokohkan putra mahkota Hamengkubuwana 1.
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Buku vyang dipakai membahas tentang doktrin keagungbinataraan
kekuasaan raja-raja Mataram yaitu Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya
oleh Raja-Raja Mataram karya Moedjanto. Namun dibandingkan dengan
buku Moedjanto, skripsi ini ingin mem’batasi kajian kepada beberapa tindakan
Hamengkubuwdna 1 kcliku‘rﬁcﬁjadi Sult:in di Kasultanan Yogyakarta tahun

1755-1792 M menurut doktrin keagungbinataraan.

E. Landasan Teori

Orang Jawa memandang kekuasaan raja-raja yang ada di dunia ini terdiri
dari empat unsur.”’ Empat unsur itu yang periuma adalah kekuasaan itu nyata,
sehingga tidak bersifat teori melainkaﬁ suatu realitas yang benar-benar ada.
Kekuasaaan merupakan daya yang tidak bisa diraih, penuh misteri, dan
bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Unsur kedua adalah
kekuasaan itu homogen sehingga sifat kekuasaan hanya satu, baik jenis
maupun sumbernya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja sama sitatnya
dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Taja_yang Jain. Unsur ketiga adalah
jumlah kekuasaan di alam semesta tetap karena alam tidak bertambah luas dan
tidak bertambah sempit. Unsur keempal kekuaséan itu tidak ‘mempersoatkan
keabsahan. Manusia yang ingi.ﬁ mendapatkan kekuasean dan menjadikan
kekuasaan itu absah maka harus melakukan pemusatan kekuasaan darn terus

menerus membina kekuasaannya.

20 Fachry AN, Refleksi Patam *Kekwasaan Jewa” dalam lndoresia Modern, (Jakarta: PT.
Gramedia, 1986), him. 24-26.
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Tentang model kekuasaan Mataram telah diteliti oleh Moedjanto dalam
bukunya Konsep Kekuasaan Jawa Pénerapannya oleh Raja-Raja Mataram
yang mengemukakan salah satu konsepnya yaitu doktrin keagungbinataraan.
Doktrin keagungbinataraan memandang kekuasaan itu sebagai suatu
ketunggalan artinya kekuasaan itu harus utuh dan menyeluruh, tidak boleh ada
yang menyaingi, tidak terkotak-kotak atau terbagi-bagi serta tidak hanya
mengenail bid.ahg-bidang térfehtu. Kekuasaan raja seperti kekuasaan Dewa,
yang agung dan binatara.”’

Ada tiga alasan mengapa penerapan dokirin keagungbinataraan menjadi
penting bagi raja-raja Mataram.”* Pertama, raja-raja Mataram  adalah
keturunan petani. B@rdirinya Kerajaan Mataram telah mengubah sistem
pemerintahian yang awalnya patrimonial (bersifat kebapakan) menjadi
monarkal (kerajaan). Kedua, tidak ada.nya hukum adat pewarisan takhta raja-
raja Mataram yang dapat menjamin keamanan kedudukan putra mahkota.
Ketiga, banyaknya Iraja-rajal Mataram yang mendapatkan kekuasaannya
dengan melakukan penggeseran terhadap putra mahkota yang sah.

Ketiga alasan inilah’ yang menjadikan raja-raja Mataram selalu merasa
dirinya terancam oleh pusat-pusat kekuasaan lain. "Raja Mataram yang baru
berkuasa selalu berusaha mengabsahkan diri dan kekuasaarnya agar bisa
diterima dan diakui oleh pejabat kerajaan dan rakyatnya. Pengabsanan ini
sangat penting sebagai jaminan dan perlindungan terhadap kekuasaan yang

dimilikinya. Selain keabsahan kekuasaan, penting pula bagi raja-raja Mataram

' G. Moedjanto, Konsep Kekuascarn Jawa, ttm. 77-100.
2 Ibid., him. 83-91.



untpk  berusaha secara  teris-ménerus  membina keaguhgl;inataraan
kekuasaannya df;ngan_b_e'[bﬁga,i cara, seperti memakai gelar-gelar, membuat
silg;ilah, menerapkan pemakaian bahasa> ngoko-krama Jawa, kepemilikdn
pusaka, melua‘ska‘n ‘wilayah kekuasaannya, dan menggantungkan
kekuasaannya kepada perlindungan serta bantuan Belanda.”

Situasi Mataram setelah lerjad_ihya perjanjian Giyth{i adalah situasi yang
memaksa raja-raja pecahan Mataram ftidak bisa lagi menerapkan doktrin
keagungbinataraan secara penuh. Ketiga penguasa Jawa saat itu meskipun
menganggap dirinya yang paling pantas menjadi raja, dalam kenyataannya
tidak bisa berbuat apa-apa fnenghadapi pembagian kerajaan ini. Sebaliknya,
dukungan dan campur tangan Belanda yang membuat ketiganya tetap bisa
bertahan di kursi kekuaszannya.”

‘Pada masa awal kckuasaanya, Hamengkubuwana 1 telah mencoba
menyatukan '.Kerajaaz;ﬁ Mataram dengan cara melakukan pernikahan politis
dengan putri Pakubuwana TIT meskipun akhirnya gagal. Usaha-usaha ini
menunjukkan bahwa  ‘Hamengkubuwana 1 adalah’ seorang raja yang
mempunyai ambisi-besar untuk mengembalikan keagungbinatayaan kekuasaan
raja-raja Mataram di bawah pemerintahannya. Hamengkubuwana | juga sering
membuat kebijakan yang membuat takut Belanda serta selalu berusaha
meningkatkan kebesaran kekuasaannya dengan berbagai macam cara seperti

S .25
membangun keraton, benteng, dan Taman Sari.

2 Jbicd, hlm 25-40.
* M.C. Ricklefs, Yogyeharta, him. 575,
% Ibid., hlm. 576.



]B Metode Penelitian
Penelitian fentang beberapa tindakan Hamengkubuwana I dalam tinjauan
doktrin keagungbiﬁat‘araan ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data

(heuﬁstik), kritik sumber (verifikasi), penafsitan (inferpretasi), dan penulisan

sejarah (historiografi). '

* Pada tahap pertama, heuristik, penyusun mengumpulkan data yang sesual
dengan objek penelitian melalui buku-buku yang sesuai dengan objek kajian dan
pembahasan ini. Pada tahap kedua yaitu verifikasi, penyusun melakukan penelitian
terhadap keaslian sumber yang-dilakukan meialui kritik ekstern dan kebenaran
sumber yang ditelusuri melalui kritik intern.’

Tahap ketiga, interpretasi, dilakukan dengan menganalisa data yang
diperoleh dan sumber-sumber sejarah, kemudian disusun menjadi fakta-fakta
sejarah yang berkaitan dengan tema yaﬁg dibatas. Setelah itu penelitian memasuki
tahap terakhir yaitu historiografi yang menggunakan metode deskript;’ﬁanalis”

berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan dalam rencana skripsi.’

G. Sistematika ;ll’embahasan
Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:
Di bab pertama »'penyusﬁrln memberikan uraian yang terkait dengan latar
belakang masalah penelitian, kemudian membatasi dan merumuskan masalah,
menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, dan memaparkan tinjauan pustaka

yang digunakan dalam penclitian ini. Selanjutnya berdasarkan pembatasan dan

11 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), him. 54
2 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Iimu Sosial dulom Pendekatan Politik, (Jakarta: PT

‘Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 58.

3 Ibid., hlm. 104.
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perumusan yang telah ditentukan, penyusun memberikan landasan teori sebagai
pisau analisa penelitian ini dan menguraikan metode pénelitian yang digunakan
serta membuat sistematika pembahasan skripsi.

Selanjutnya di bab keduq penyusun menguraikan seiting feori dan selting
historis sehingga memberikan alur yang lebih je_las dan terarah terhadap skripsi ini.
Penyusun memandang penting untuk terlebih dahulu menjelaskan pendangan orang
Jawa terhadap kekuasaan yang tercermin dalam konsep manunggaling kawula-
gusti, sebagai pijakan untuk memahami doktrin keagungbinataraan yang diterapkan
oleh raja-raja Mataram Islam. Selain itu, penyusun memberikan gambaran tentang
pengaruh Belanda di Ker’ajaan Mataram vang telah mencampuri kebijakan-
kebijakan raja-raja Mataram dan mempengaruhi otoritas raja-raja Mataram dalam
melaksanakan doktrin keagungbinataraan serta proses berdirinya Kasultanan
Yogyakarta.

Setelah seiring teori dan setting historis skripsi sudah jelas meka di bab
ketiga penyusun'mendeskripsik.an beberapa tindakan Hamengkubuwana 1 yang
meliputi pembangunan keraton, pengaturan wilayah kekuasaan, penyusunan
pejabat-pejabat Kasultanan Yogyakarta, penyikapan terhadap pembagian Kerajaan
Mataram dan membina-hubungan dengan. Belanda. Bab_keiga ini selanjutnya
dianalisa dengan teori_vang telah dipaparkan dalam Bab kedua dan menjadi bab
keempat. Hasilnya, penyusun menarik kesimpulan dari analisa yang telah
dilakukan di Bab keempat dan dideskripsikan di bab kelima. Selain menartk
kesimpulan penyusun juga memberikan saran-saran sebagai masukan untuk

penelitian selanjutnya.

14



i)
el

K6
QilJ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak Hamengkubuwana 1 menandatangani perjanjian Giyanti, 13
Februari 1755, dia menyadari bahwa kedudukannya sebagai Sultan dibatasi
oleh berbagai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hamengkubuwana I
telah melakukan beberapa tindakan untuk mengabsahkan kekuasaan yang
dimilikinya, membina serta berusaha mengembalikan keagungbinataraan
kekuasaan Mataram vang telah runtuh akibat adanya berbagai perjanjian
politik dengan Belanda. Selain itu, Hamengkubuwana [ melakukan tindakan-
tindakan untuk mengurangi campur tangan Belanda di kekuasaannya.

Di wilayah kekuasaannya, menurut penyusun, Hamengkubuwana 1
adalah raja yang agung dan binatara yang selalu berusaha mengurangi campur
tangan Belanda, sedangkan di luar wilayah kekuasannya Hamengkubuwana 1
meskipun telah berusaha untuk selalu menunjukkan kebesaran dan keagungan
kekuasaannya, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa melepaskan diri dan
hegemoni Belanda untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terjadi. Doktrin
keagungbinataraan di satu sisi telah mengukung Hamengkubuwana 1 untuk
tidak bisa secara langsung berperan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus
yang terjadi antara dirinya dengan Pakubuwana III dan Mangkunegara.
Kehadiran Belanda telah menghalangi cara-cara raja Jawa untuk

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan jalan peperangan. Pada
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situasi dan kondisi seperti itulah Belanda menempatkan diirnya menjadi
fasilitator dan broker dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di
antara raja-raja pecahan Mataram.

Hubungan persekufuan yang dijalin Hamengkubuwana I dengan Belanda
bukan seckedar hubungan persekutuan tapi lebih tepatnya hubungan
persekutuan yang saling menguntungkan. Hamengkubuwana 1 memiliki
kekuasaan pada wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Belanda dibiarkan
memiliki keagungbinataraan pada wilayah kekuasaan Belanda.

Ini adaiah salah .sa'tu cara -Hamengkubuwana I menjalankan
kekuasaannya berdasar doktrin ‘keagungbinataraan kekuasaan raja-raja
Mataram yang telah dipertahankan sampai ajal menjemputnya. Cara seperti
ini, dalam sejarah raja-raja Mataram pengganti Sultan Agung, belum pernah
dan tidak akan pernah bisa dilakukan, karena roda sejarah tidak mungkin

ditarik ké belakang,

B. Saran
Penyusun melhpunyai dua saran untuk penelitian-penelitan selanjutnya.
Pertama penclitian tentang kekuasaan raja-taja Islam'di Indonesia menjadi
menarik apabila mampu mendeskripsikan akar pemahaman konsep kekuasaan
dalam pandangan orang Jawa, baik yang dipengaruhi oleh ajaran Islam
ataupun Hindu. Kedua, banyaknya sumber-sumber Belanda yang menjadi
referensi ketika mengkaji Kerajaan Mataram lslam, maka penting bagi

peneliti untuk memiliki kesadaran sejarah yang berperspektif nasionalisme,
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sehingga penelitian yang dihasilkan tidak hanya menjadi pelengkap sejarah

Belanda di 1ndqnesizx‘
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